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BT'PATI BUOL
PROVU|SI ST'LAWESI TEI{GAII

PERATURAIT BUPATI BUOL
trOUOR ,.ito TAIIT !t 2017

TEIYTANG

TUGAS, FUITGSI DAN TATA I(ER.'A
DIITAS PEMBERDAYAAII MAS}YARAI(AT DAIT DESA

DENGAIT RAHMAT TTIIIAIT YAI{G MAHA ESA

BT'PATI 8UOL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8
Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2O16 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan

untuk mengoptimalkan kinerja organisasi dan
pelayanan kepada masyarakat serta untuk
menghindari adarrya tumpang tindih dan duplikasi
kegiatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Tlrgas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pemberdayaan

Masyarakat dan Desa.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undangundang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

UndangUndang Nomor 51 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali,

dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor L79,

Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 39OO) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OOO tentang

Perubahan atas UndangUndang Nomor 51 Tahun

19.99 tentang Pembentukan Kabupaten Buol,

Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai

Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO0 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3966);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang

Aparatur Sipil Negara (kmbaran Negara Republik
I
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Indonesia Tahun 2O14 Nomor 6, Tambahan Irmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang

Pemerintatran Daerah (Lembaran Negara Republik

Indsnesia Tahun 2OI4 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir
dengan Undang-Unda;ng Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Irrnbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor Il4, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 4 Tahun
2016 tentang Urusarr Pernerintahan Daerah

Kabupaten Buol;

7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Buol.

MEMUTUSI{AN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BUOL TENTANG TUGAS. FUNGSI

DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buol.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan pemerintahan

oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut
asas otonomi dan Tugas Pembantuaa dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

4.

6.
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3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Kepala Daerah adalah Bupati Buol yang selanjutnya disebut Bupati.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan

Perwakilan Ralyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan
Pernerintahan yang menjadi kewerrangan Daerah Kabupaten.

6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi

bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pernerintah dengan perjanjian
keq'a yang bekerja pada instansi pemerintah.

7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN

adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja yang diangkat oleh pejabat pernbina kepegawaian dan diserahi
tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan pemndang-undangan.

8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat pNS adalah warga
negErra Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai

Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.

9, Sekretariat Daerah adalah Unsur Staf Pemerintah Daerah Kabupaten
Buol yang selanjutnya disebut Sekretariat Daerah Kabupaterr Buol.

10. Sekretaris Daerah adalah Kepala Sekretariat Daerah Kabupaten yang

secara operasional dan administatif berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati yang selanjutnya disebut Sekretaris Daerah
Kabupaten Buol.

11. Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah selanjutnya disebut Dinas Daerah

Kabupaten Buol.

BAB II

TUGAS I'AN FUNGSI DINAS PEMADRDAYAAIT MASYARAKAT DAIT DESA

Bagtar Kesatu

Dinas

Pasd 2

(1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan pen)rusunan dan perumusan

kebifakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Kelurahan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala

Dinas menyelenggarakan fungsi:
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a. Merumuskan program kerja dan rencana kerja;

b. Merumuskal kebijakan,sasarai, dan peningkatan Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa/ Kelurahan;

c. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan

informasi serta data pernberdayaan masyarakat dan desa

d. Membina dan merumuskan kebijakan;

e. Mengarahkan dan melaksanakan pengawasan darr pengendalian

terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang

pernberdayaan masyarakat dan desa

f. Mengvaluasi dan membuat laporan perkembangan program

pernberdayaan masyarakat dan desa

g. Melalsanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Bupati

Bsgiett Kedua

Sctretarie

Pasal 3
(1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan

tugas, pembinaan dan pernberian dukungan administrasi kepada

seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa.

(2) Dafam melal<sanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

a. Merencanakan operasional kegiatan di bidang pemberdayaan

masyarakat dan des:r.

b. Mendistribusikan tugas pada bidang-bidang sesuai tugas dan fungsi

pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

c. Menyelenggrakaa pembinaan dan pemberian dukungan administrasi

yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, hukum,

kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan

dokumentasi serta penataan organisasi dan tatalaksana;

d. Mengkoordinasikan penyelenggaran pengelolaan barang milik negara

dan pelayanal pengadaan barang/jasa;

e. Mengevaluasi program dan pelaporan.

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh kepala

Dinas

C
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Paragraf I
Sub Bagian Pereacaaaan, Kouangla da! Bl[D

Passl 4

(1) Sub Bagran Perencalaan, Keuangan dan BMD mempunyai tugas

melaksanakan koordinasi pen)rusunan rencana program, anggaran'

keuangan dan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas

Pernberdayaan Masyarakat dan Desa.

(2) Uraian T\rgas subbagian perencanaan keuangan dan BMD sebagaimala

dimaksud pada ayat (1) MeliPuti :

a. Melaksanakan pen5rusunan dan menkkordinasikan rencana di

bidang program/kegiatan, anggaran, keuangan dan pengelolaan

BMD;

b. Menganalisis dan menlrusun bahan kebnjakan program' anggaran'

keuangan dan BMD;

c. Merryediakan / mengadakan bahan-bahan perumusan' kebijakan

program.

d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program serta

membuat laporan anggaran keungan dan BMD;

e. Mengelolah dan mengatur penatausahaan keuangan , akutansi dan

pembendaharaan dan penyusunan pelaporan keuangan dinas;

f. Melaksanakan penyelesaian tindak lanjut hasil perneriksaan;

g. Melaksanakan tugas kedinasan yang diperintahkan oleh pimpinan.

" 
Paragraf2

Sub Bagian KePegawaian dan Umum

Pas.l 5

(1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan

pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaar,

kepegawaian, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas

Pernberdayaan Masyarakat dan Desa.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (i) Sub

Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi:

a. Melaksanakan penyusunan rencana program/kegiatan dan petunjuk

teknis di bidang kepegawaian dan umum;

b. Menganalisis program dan kegiatan di bidang kepegawaian dan

umum;
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Menyusun dan menyiapkan bahan surat menJrurat, dokumentasi,

rumahtangga dan perlengkapan/peralatan kantor, kearsipan,

perpustakaan serta keamanan dalam lingkungan kantor;

Menyediakn/mengadakan administrasi kepegawaian yaitu penyiapan

persyaratan administrasi untuk usul pengajuan keikutsertaan

pegawai dalam penddikan dan pelatihan, gaji berkala, cuti, mutasi

jabatan, kenaikan pangkat dan hukuman disiplin;

Membuat telaahan terhadap masalah-masalah dalam pelaksanaan

perrgelolaan pernbinaan kepegawaian;

Mengelolah dan mengatur baharr-bahan yang diperlukan untuk

melaksanakan rapat dinas dan pengawasan penilaian staf;

g. Melaksanakan tugas kedinasan yang diperintahkan oleh pimpinan.

Bagfarr Kettga

Bidang Penataan dan Perkembangan Desa

Pasat 6

Bidang Penataan dan Perkembangan Desa mempunyai tugas melakukart

pembinaan, mengkoordinasikan, mengawasi dan menrmuskan

kebijakan operasional pemberdayaan masyarakat dibidang penataan dan

perkembanga desa, pembinaan administrasi penataan desa, pembinaan

evaluasi perkembangan desa serta pengelolaan data desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Bidang penataan dan perkembangan desa menyelenggarakan fungsi:

Penyusunan/ perancangan penyelenggaraan penataan desa, lembaga

kemasyarakatan, pembinaan dan evaluasi serta membuat laporan

perkembangan desa dan pengelolaan data desa;

Menyiapkan operasional penataan desa, lembaga kemasyarakatan,

pembinaan dan evaluasi perkembangan desa serta pengelolaan data

desa;

Melraksanakan tugas penataar, desa, lembaga kerrrasyaraktan'

pembinaan dan evaluasi perkembangan desa serta pengelolaan data

desa;

Pembinaan penataan desa, lembaga kemasyarakatan, pembinaan

dan evaluasi perkembangan desa serta pengelolaan data desa;

Memvasilitasi penataan desa, lembaga kemasyarakatan, pembinaan

dan evaluasi perkembangan desa serta pengelolaan data desa;

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan'

(1)

(21
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Pengraf 1

Seksi Penataan Desa drn Lcmbogo Kemasyaratatan
Pa8al 7

(l) Seksi Penataan Desa dan kmbaga Kemasyarakatan mempunyai tugas

menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan, fasilitasi, koordiasi,

supervisi, penyelengaraan penataan desa.

(2) Ddarrr melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi

Penataan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi

Melaksanakan tugas untuk fasilitasi pembentukan, penghapusan,

penggabungan, perubahan status, dan penetapan desa/kelurahan;

Menganalisis dan memeriksa hasil pelaksanaan kegiatan penataan

desa dan lembaga kemasyarakatan;

Menyusun bahan hasil kegiatan pelaksanaan penataan desa dan

kelembagaan kemasyarakatan;

Menyediakan/mengadakan operasional kegiatan pembinaan tugas
penataan lembaga masyarakat PKK, LPMD/K, Lembaga adat,
RT/RW, Karang Taruna dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);

Membuat laporan hasil kegiatan dan pembinaan penataan lembaga

kemasyarakatan.

Melaksanakan tugas kedinaan lain yang diberikan oleh pimpinan

Paragraf2

Seksi Pembtnaaa dan EValuaci Perkenbaagan llesa
Pasd 8

(l) Seksi Pembinaan dan Evaluasi Perkembangan Desa mempunyai tugas

pembinaan, fasilitasi, koordinasi, supervisi penyelenggaraan pembinaan

dan evaluasi perkembangan desa.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi

pembinaan dan evaluasi perkembangan desa menyelenggarakan fungsi:

a. Melaksanakan operasional, pembinaan dan evaluasi perkembangan

desa;

b. Menganalisis tugas pelaksanaan evaluasi tingkat perkembangan

desa, tipologi dan status desa, lomba desa/ kelurahan serta pekan

inovasi perkembangan desa serta labstite pusat pertumbuhan

terpadu antar desa (PPTAD);

c. Melaksanakan pekan inovasi perkembangan desa serta labstite pusat

pertumbuhan terpadu antar desa (PP[AD);

a.

b.
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d, Merryusun,menyiapkan dan mengwaluasi hasil pelaksanaan

kegiatan pembinaan dan evaluasi perkembangan desa;

e. Mernbuat laporan hasil kegiatan pembinaaan dan evaluasi
perkembangan desa;

f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh

pimpinan.

Peragraf 3

Seksi Pongelolaan Data Desa

Pssal 9
(1) Seksi Pengelolaan Data Desa mempunyai tugas menyiapkan pembinaan,

fasilitasi, koordinasi, supervisi penyelenggaraan pengelolaan data desa.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi

pengelolaan data desa merryelanggarakan fungsi:
i

a. Melaksanakan operasional pengelolaan data desa;

b. Menganalisis tugas pengelolaan data kode registrasi desa, status
desa, data monograli dan profil desa/kelurahan;

c. Menyediakan/merrgadakan hasil pelaksanaan kegiatan perrgelolaan

data desa;

d. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan data
desa; dan

e. Mengelolah/ mengatur pelaksanaan kegiatan pengelolaan data desa;
f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh

pimpinan.

Bagian Keempat

Bidaag Pomerintahan Desa

Passl 1(}

(l) Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan kebijakan
teknis, mengkoordiasikan dan mengawasi serta merumuskan kebijakan
pemberdayaan desa dibidang administrasi dan system informasi desa,
penyeleggaraan pemerintaha desa dan kerjasama antar desa.

Q) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (f),
Bidang Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi:
a' Menyiapkan dan mendistribusikan operasional penataan

adminstrasi, system informasi desa, penyelengg'rraan pemerintahan
desa dan keq'asama antar desa;

8
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b. Mendistribusikan tugas penataan adminstrasi, system informasi

desa, penyelenggaraan pemerintahan desa dan kerjasama antar
desa:

c. Pembinaan penataan adminstrasi, system informasi desa,

perryelenggaraan pemerintahan desa dan kerjasama antar desa;

d. Memfasilitasi penyelenggarakan penataan adminstrasi, system

informasi desa, penyelerrggaraan pernerintahan desa dan kerjasama

antar desa;

e. Menyusun dan membuat penataan adminstrasi, system informasi

desa, penyelenggaraan pemerintahan desa dan kerjasama antar
desa:

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh

pimpinan.

Paragraf f
Seksi Admidsflasl dqn Sigtem Informasi Data Desa

Pasal lf
(1) Seksi Adminstrasi dan Sistem Informasi Data Desa memprrnyai tugas

menyiapkan pembrinaan, fasilitasi, koordinasi, supervisi penyelenggaraan

administrasi dan sistem informasi data desa.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Seksi

Administrasi dan Informasi data desa menyelenggarakan fungsi:
. a. Melaksanakan operasional Adminstrasi dan Sistem Informasi Data

Desa;

b. Menganalisis tugas kegiatan untuk data monografi desa, buku
administrasi desa dan profil desa;

c. Menyusun / menyiapkan bahan hasil pelaksanaan kegiatan

Adminstrasi dan Sistem Informasi Data Desa;

d. Menyediakan / mengadakan hasil pelaksanaan kegiatan Adminstrasi

dan Sistem Informasi Data Desa; dan

e. Membuat laporan hasil pelaksanaan adminstrasi data desa

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh

pimpinan.

Parcgraf 2

Sekri Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Past 12
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(l) Seksi Penyelenggaraan Pernrintahan Desa mernpunyai tugas pernbinaan,

fasilitasi, koordinasi, supervisi penyelenggaraan pemerintahan desa.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi

penyelenggaran pemerintahan desa menyelenggarakan fungsi:

a. Melaksanakan operasional pemerintahan desa;

b. Menganlisis tugas kegiatan untuk data monografi desa, buku

administrasi desa dan profil desa;

c. Menyusun hasil pelaksanaan kegiatan penataan keuangan desa,

pernilihan kepala desa, produk hukum desa, dan perencanaan desa;

d. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan

pemerintahan desa; dan

e. Mengelolah/mengatur pelaksanaan pemerintahan desa.

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh

pirnpinan.

Paragraf 3

Selst Kerjasama Antar Desa

Pa3al 13

(l) Seksi Kerjasama Antar Desa mempunyai tugas menyiapkan pembinaan,

fasilitasi, koordinasi, supewisi penyelenggaraan Kerjasama antan desa.

(2) Datam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi

pengelolaan data desa menyelanggarakan fungsi:

a. Melakasanakan operasional kedasama antar desa;

b. Menganalisis tugas kegiatan penataan Usaha Bersama Antar Desa,

Keamanan dan Keterliban antar Desa, Tapal Batas antar desa,

BUMN/BUMD/ BUMDES/BKAD;

c. Menyusun hasil pelaksanaan kegiatan kerjasama antar desa;

d. Mengelolah / mengatur pelaksanaan kegiatan kerja sama antar desa.

e. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan keg'asama antar desa;

dan

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh

pimpinan.

Bagian l(gli'r'g
Bidang Peaber&;raan Desa

Passl 14

(l) Bidang Pemberdayaan Desa mempunyai tugas melakukan pembinaan

operasional, mengkoordinasikan dan mengawasi serta men-rmuskan

l0
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kebiajakn operasional pemberdayaan desa dan kawasan perdesaan,

pembangunan usaha ekonomi desa, dan pengembangan teknologi tepat
guna dan sumber daya alam.

(2) Dafam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bidang pemberdayaan desa merryelenggarakan fungsi:

a. Menyiapkan operasional dan mendistribusikan tugas pengolaan

pembangan desa dan kawasan perdesaan, pernbangunan usaha

ekonomi desa, pengembangan kapasitas masyarakat dan TTG dan

SDA;

b. Melaksanakan dan memberi petunjuk tugas pengeolaan

pernbangnan desa dan kawsan perdesaan, pernbangunan usaha

ekonomi desa, pengembangan kapasitas masyarakat dan TTG dan
SDA:

Pembinaan pengelolaal pembangan desa dan kawsan perdesaan,

pembangunan usaha ekonomi desa, pengembangan kapasitas

masyarakat dan TTG dan SDA;

Memfasiltasi penyelenggarakan pengeolaan pembangunan desa dan
kawsan perdesaan, pembangunal usaha ekonomi desa,

pengembangan kapasitas masyarakat dan TTG dan SDA;

Menyusun dan membuat laporan pengelolaan pembangunan desa

dan kawsan perdesaan, pembangunan usaha ekonomi desa,

pengembangan kapasitas masyarakat dan TTG dan SDA;

Membuat laporan pengeolaan pembangnan desa dan kawsan
perdesaan, pembangunan usaha ekonomi desa, pengembangan

kapasitas masyarakat dan TTG dan SDA;

Melaksanakn tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh

pimpinan.

Paragraf f
Seksi Pembaogunan Desa daa Kawasan Perdesa.n

Pasal 15

(l) Seksi Perlindungan Perempuan mempunyai tugas menyiapkan bahan

perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis

penyelenggaraan kegiatan di bidang Pemberdayaan Desa.

Q) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi

pembangunan desa dan kawasan pedesaan menyelenggarakan fungsi:

a. Melaksanakan operasional pembangunan desa dan kawasan

pedesaan;

1l
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b. Memfasilitasi tugas kegiatan pernbangunan infrastruktur dan tata
ruang kawasan perdesaan ;

c. Mear1rusun/ menyiapkan bahan hasil pelaksanaan kegiatan

pembangunan desa dan kawasan pedesaan;

d. Mernbuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan peznbangunan desa

dan kawasan pedesaan;

e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh

pimpinan.

Paragraf2
Se&st Penanggulangaa Keniaklaaa dan Etononi llesa

Pasal 16
(l) Seksi penanggulangan kemiskinan dan ekonomi desa mempunyai tugas

menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan

kebdakan teknis, nonna, standar, prosedur dan kriteria serta
pemantau€rn dan evaluasi dibidang penanggulangan kemiskinan dan
ekonomi desa.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
penanggulangan kemiskinan dan ekonomi desa menyelenggarakan

fungsi:

a. Melaksanak€rn operasional kegiatan pembinaan penanggulangan

kemiskinan dan ekonomi desa;

b. Memfasiliitasi tugas kegiatal permodalan, kewirausahaan,

pengembangan ekonomi masyarakat, pasar desa, BUM Desa, CPPD,

keuangan Mikro Perdesaan;

c. Merryusun dan menyiapkan bahan hasil pelaksanaan kegiatan

penanggulangan kemiskinan dan ekonomi desa;

d. Menyediakan dan mengadakan evaluasi hasil penanggulangan

kemiskinan dan ekonomi desa:

e. Mernbuat laporan hasil kegiatan penanggulangan kerniskinan dan

ekonomi desa;

f. Melaksanakan tugas kedinasana lain sesuai yang diperintahkan oleh

pimpinan.

feragrafo

SeLsl Pengembaagan Kapasitas Uasyaratat' Teknologi Tepat Guaa dan

Sumber Daya Alam

Pasal 17
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(li Seksi pengembangan kapasitas masyarakat, TTG dan SDA mernpunyai

tugas pembinaan, fasilitasi, koordinasi, supervisi penyelenggaraan

pengernbangan kapasitas masyarakat, fiG dan SDA.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi

pengernbangan kapasitas masyarakat, TTG dan SDA merryelen

fungsi:

a. Melaksanakan operasional kegiatan pengernbangan kapasitas

masyarakat, TTG dan SDA;

b. Mernfasilitasi tugas kegiatan pelatihan masyarakat serta perencanaan

partisipatif pembanguan masyarakat desa (P3MD), kader

pernberdayaan masyarakat desa (KPMD/K), Gelar TTG, Posyantek,

Wartek Desa Mandiri Energi (DME), dan Pelestarian SDA;

c. Merryediakan / mengadakan hasil pelaksanaan kegiatan

pengembangan kapasitas masyarakat, TTG dan SDA;

d. Membuat laporan hasil pengernbangan kapasitas masyarakat, TTG

dan SDA;

e. Mengelolah/mengatur kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat,

TTG dan SDA;

f. Melaksanakan tugas kedinasana lain sesuai yang diperintahkan oleh

pimpinan.

Bagian Keenarn

KelomPok Jabatan Fungsional

Pasd 18

Uraian tugas, fungsi dan tata keda Kelompok Jabatan Fungsional

ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-undangan

menurut jenis dan jenjang jabatan fungsional.

BA'B IU

TATA I(ER.'A

Pasal 19

(1) Untuk menyelenggarakan urusar pemerintahan yang menjadi tugas dan

fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disusun standar

prosedur kerja atau manual dan standar pelayanan minimal'

(2) Ketentuan mengenai standar prosedur kerja atau manual dan standar

pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan BuPati.
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Pasal 2O

(1) Setiap pimpinan Unit Organisasi dan kelomPok Jabatan Fungsional di

lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa wajib

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi

dalam tingkungan masing-masing dan antar satuan organisasi di

lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar

Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Selain menerapkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1)' setiap

pimpinan Unit Organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional di

lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam

melaksanakan tugasnya wajib menerapkan asas umum penyelenggaraan

negara.

(3) Asas umum perryelenggaraan negara sebagaimana dimaksud pa:da ayat

(2) meliputi :

a. asas kepastian hukum;

b. asas tertib penyelenggar€ran negara;

c. asas kepentingan umum;

d. asas keterbukaan ;

e. asas proporsionalitas;

f. asas profesionalitas; dan

g. asas akuntabilitas.

Pasal 25

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa wajib mengawasi, memimpin, mengkoordinasikan,

membimbing serta

bawahannya.

memberikan petunjuk pelaksanaan tugas

(2) Dalam hal tedadi penyimpangan bawahan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) maka pimpinan satuan organisasi mengambil langkah yang

diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan.

PasaJ26

{1} Setiap pimpinan satuan orgarrisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan

bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan

laporan berkala tepat pada waktunya dengan ternbusan kepada satual'l

organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja'
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(3)

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari

bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk
penJrusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk

kepada bawahan.

Dalam memberikan bimbdngan kepada bawahan masing-masing setiap

pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal27

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka untuk pelaksanaan tugas-tugas

secara langsung sekretaris dapat mewakili dan apabila sekretaris

berhalangan dapat ditunjuk seorang pejabat satu tingkat lebih rendah yang

bertindak untuk dan atas nama pimpinan satuan unit kerja dengan

memperhatikan senioritas dalam Daftar Urut Kepangkatan.

BAB IV

KEPDGAWAIAN

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan

fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diangkat sejumlah

Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan formasi, syarat dan standar

kompetensi jabatan.

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan dilaksanakan

berdasarkan ketentuan perundang-undangan dengan memperhatikan

senioritas dalam Daftar Urut Kepangkatan dan syarat jabataa.

Ketentuan mengenai formasi, syarat dan standar kompetensi jabatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati
berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB V

KEUANGAN

Pasal 29

(1) Untuk membiayai penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi

tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

dialokasikan sejumlah anggaran yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dal Belanja Daerah dan sumber yang lain yang sah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

{11

(21

(3)
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(2) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (l), di
laksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil yang diserahi tugas, wewenang,

dan tanggung jawab secara khusus untuk mengelola keuangan.
(3) Pengelola anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan

dengan keputusan Bupati atas usul pimpinan unit organisasi dari
Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(4) Masa ke{a jabatan pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 dan ayat (3) paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak
pengangkatannya.

BAB VI
PERLEI{GI(APAN KAITTOR DAN ASET

Pasal 3O

(1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan uruszrn yang meqjadi tugas
dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, masing-masing
unit organisasi dan Pegawai Negeri Sipil dilengkapi dengan perlengkapan
kantor dan asset meliputi alat, perkakas dan perlengkapan kerja.

(2) Pengadaan dan pengelolaan perlengkapan kantor dan aset ditakukan
sesuai dengan pedoman ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dafam hal tedadi mutasi jabatan pegawai Negeri Sipil maka dilarang
melakukan mutasi perlengkapan kantor dan aset.

(a) Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib menjaga dan memelihara perlengkapan

kantor dan aset yang berada dalam penguasaannya agar senantiasa siap
untuk dipergunakan.

(5) Ketentuan lebih lanjut penentuan kebutuhan dan standarisasi
perlengkapan kantor dan aset sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
diatur dengan Peraturan Bupati.

BA"B IV

PEIIUTUP

Pasal 5t
Dengan ditetapkannya peratur€rn Bupati ini, maka segala ketentuan yang

mengatur tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa yang ada sebelumnya, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten BuoI'

Ditetapkan di Buol

pada tanggal I 6*r, fufi'

BEzuTA DAERAH KAE}UPATEN BUOL TAHUN 2017 NOMOR ...
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Diundangkan di Buol
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